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ABSTRAK 

Semakin tahun semakin naik angka kekerasan terhadap perempuan kususnya kekerasan seksual, tentunya 

hal ini menjadi perhatian khusus terhadap pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Fakta yang 

terjadi di lapangan perempuan sebagai korban belum kekerasan seksual belum menenukan proses yang 

berkeadilan, dimana korban seringkali tidak berani melaporkan kejadian tersebut karena malu dengan aibnya 

sendiri dan ditambah lagi para apparat penegak hukum tidak  dapat memperoses perkara ini jika tidak ada 

laporan dari pihak korban. Pengadilan Tinggi Banjarmasin membebaskan para terdakwa dimana kurang 

terpenuhinya alat bukti yang mampu membuktikan perkara tersebut, padahal alat bukti surat keterangan 

termasuk alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hokum Pidana berdasarkan Pasl.184 ayat(1).  

Di dalam pengadilan korban seringkali merasa tersudutkan akibat perbuatan pelaku tindak pidana kekerasan 

seksual yang mana hak-hak korban yang seharusnya didapatkan mala terabaikan. Khususnya Majelis Hakim 

yang melupakan peraturannya sendiri yang mana terdapat peraturan mengenai pedoman mengadili 

perempuan yang berhadapan dengan hukum UU No.3/2017. Tujuan ini bertujuan untuk menganalisa apakah 

dalm putusan majelis hakim tersebut telah sesuai dengan prosedurnya dan mengetahui bagaimana bentuk 

perlindungan perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di dalam pengadilan. 

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. Hasil penelitian ini adalah menganalisa 

sesuaian alat bukti surat keteranagan yang mana termasuk dalam alat bukti yang dilupakan oleh hakim dan 

bagi korban untuk mengetahui bentuk perlindungan yang serahusnya diperoleh. 

Kata kunci : Alat Bukti, Surat Keterangan, Perlindungan Hukum.  

 

ABSTRAK 

The more increasing the number of violence against women in particular, sexual violence, of course this is a 
special concern for the government to resolve the issue. The fact that happened in the field of women as victims 
of not yet sexual violence has not yet undergone an equitable process, where victims often do not dare to 
report the incident because they are embarrassed by their own disgrace and in addition law enforcement 
officials cannot process this case if there are no reports from the victims. The Banjarmasin High Court acquitted 
the defendants where there was a lack of fulfillment of evidence that was able to prove the case, even though 
the certificate of evidence included legal evidence according to the Criminal Law Act based on Pasl. 184 
paragraph (1). In the court the victim often feels cornered due to the actions of the perpetrators of the crime of 
sexual violence in which the rights of the victims that should have been obtained were ignored. In particular, 
the Panel of Judges forgets the rules themselves, where there are regulations concerning guidelines for 
prosecuting women who are faced with the laws of Law No.3 / 2017. This aim aims to analye whether the 
decision of the panel of judges is in accordance with the procedure and to know how to protect women who 
have been victims of criminal acts of sexual violence in the courts. This research method uses normative 
juridical methods. The results of this study were to analye the conformity of the evidence of the document of 
detention which was included in the evidence that was forgotten by the judge and for the victim to find out 
the form of protection that was often obtained. 
Keywords: Evidence, Certificate, Legal Protection. 
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1. Pendahuluan 

Perempuan rawan menjadi korban kejahatan karena kedudukannya yang lemah. Korban 

tersebut mencakup anak-anak gadis, perempuan dewasa yang termasuk golongan lemah 

mental,fisik dan sosial yang peka terhadap ancaman kekerasan baik dari dalam maupun dari 

luar keluarganya. Korban seperti ini sering tidak berani melapor, antara lain karena ikatan-ikatan 

keluargaan,nila-nilai sosial tertentu, nama baik keluarga maupun dirinya atau korban merasa 

khawatir apabila si pelaku melakukan balas dendam.1 Pelaku kejahatan demikian melakuan 

tindakan seenaknya seperti penganiayaan, pebudakan dan perampasan hak asasinya, yang 

semua tindakan ini adalah termasuk kejahatan atau viktimisasi criminal.2 

Berdasarkan lansiran Catatan Tahunan  Komisi Nasional Perempuan. diketahui bahwa 

tahun 2017 dilaporkan ada 259.000 tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan di 

seluruh Indonesia. Jenisnya paling banyak adalah kejahatan pemerkosaan di ranah personal. 

Data Catatan Tahunan, menyebut kasus pemerkosaan menepati posisi tertinggi sebanyak 1.389 

kasus, diikuti pencabulan sebanyak 1.266 kasus. Ditambah, kedudukan korban pemerkosaan 

didalam peradilan turut menambah penderitaannya. Korban pemerkosaaan harus menjadi saksi 

di dalam peradilan turut menambah penderitaannya. Korban pemerkosaan harus menjadi saksi 

sekaligus korban dalam peradilan dan menceritakan kembali kejadian pemerkosaan yang 

dialaminya. Oleh karenanya, korban pemerkosaan memerlukan perlindungan hukum dalam 

usahanya memperoleh keadilan dan pemulihan dari segala penderitaannya3. 

Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang terkait secara langsung dan dapat 

dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan fisik yaitu, Psal351 sampai dengan Psal356 

KUHP. Perbuatan yang menenuhi unsur delik dlam Psal-psal tersebut pelakunya dapat 

dikategorikan melakukan tindak kekerasan ini sbagian bersifat umum. Selain KUHP yang 

memberikan perlindungan hukum terhadap korban perempuan dari kekerasan fisik juga diatur 

dalam Psal 34 ayat (1) Undang-UndangNomor26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi 

Manusia menyatakan “Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat 

berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari 

pihak manapun” jo. Psal5 Ayat (1) Undang-UndangNomor13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006. 

Fakta di lapangan bagi perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual 

(perkosaan) masih belum menunjukkan adanya proses yang berkeadilan. Dimana,masalah 

laporan merupakan suatu hal yang sulit dilakukanoleh korban kerena dengan melaporkan 

tindak pidana kekerasan yang terjadi terhadap dirinya akan menimbulkan perasaan malu jika 

aib dalam keluarganya akan diketahui oleh masyarakat4. Di sisi lain aparat penegak hukum tidak 

                                                           
 1Sagung Putri MEPurwani, VictimisasiKriminal terhadapPerempuan, Jurnal Kertha Patrika  Vol.33  No.1,  

Januari,2008, hal.3. 

 2Firqotun Naziah, 2017, Analisis Perlindungan Hukum terhadap Wanita Korban Pemerkosaan, Lex Scientia 

Law Review, Volume 1 No. 1, November, Fakultas Hukum Universitas Negeri 

Semarang(http://wwww.joornal.unes.acid), h. 105-112. 

   3Dilansir dari Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017, Jakarta, 7 Maret 

2017, akses melalui: 

https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2017%20Siaran%20Pers/Lembar%20Fakta%20Catahu%202017.pdf, 

pada 27 September 2018, pukul. 20.00 WIB  

 4Octorina Ulina Sari, Upaya Perlindungan Korban Perkosaan Ditinjau Dari Sudut Pandandang Viktimologi, 

Jurnal Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum (PK2), 2014,hal. 7.  

http://wwww.joornal.unes.acid/
https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2017%20Siaran%20Pers/Lembar%20Fakta%20Catahu%202017.pdf


dapat memproses kasus tindak pidana kekerasan jikatidak ada laporan dari pihak korban5. 

Penegakan hkum pidana dalam hal ini perlindungan korban belum dapat dilakukan 

secaraoptimal terutama dalam pemberian sanksi kepada pelaku dalam ranah pengadilan yang 

diputuskan oleh MajeIis Hakim. 

Putusan pengdilan berupa pemidanaan dijatuhkankepada trdak apabila majelis hakim 

berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak 

pidana yang didakwakan kepadanya sesua dengan Psal. 183 ayat (1) Kitab Hukum Acara Pidana. 

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemulakan pendapat atau 

pertibangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim 

atas suatu perkara. Mengacu pada ketentuan Psal. 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Ptusan pengadilan slain harus memuat 

alasan dan dasar putusan, juga memuat psal dari peraturan perundang-undangan yang 

bersangkutan dari sumber hukum tak tertulis yang dijdikan dasar untuk mengadli. 

 Berdasarkan kasus perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual pada 

Putusan Nomor 42/Pid/2017/PT BJM perlu dikaji sebab putusan Majelis Hakim tersebut tidak 

mempertimbangkan dan belum memberikan perlindungan kepada korban dalam pelaksanaan 

praktik perdilan pidana,khususnya untuk kasus kekerasan seksual bagi kepentingan korban. 

Kasus ini tertanggal tanggal 22 agustus 2017 kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  

Banjarmasin menjatuhkan putusan bebas kepada 7 orang pelaku pemerkosaan terhadap S (3 dan 

4 orang pelaku dalam berkas terpisah). Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut 

yang diketuai oleh Sutradi Yahya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomr 

20/Pid.B/2017/PN Mrh. Yang sebelumnya menghukum ketujuh pelaku dengan masingmasing 

7 tahun penjara karena terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan pemerkosaan yang 

dilakukan secara berlanjut sesuai dengan Psal.285 jo Pasl.55 ayat (1) ke-1 Psal.64 KUHP. Majelis 

Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pelaku terbukti bersalah melakukan 

pemerkosaan terhadap S yang dilakukan sebanyak 6 kali dlm kurun waktu Juli sampai dengan 

September 2016. Namun hal yangbebeda kemudian diptuskan pada putusan tingbatbanding, 

Majelis Hakim PT Banjarmasin  membebaskan Ketujuh pelaku dengan beberapa pertimbangan. 

 Sejalan dengan putusan tersebut, penulis berpendpat bahwa putusan cendrung 

memojokkan korban. Pertama, pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang diberikan 

hanyaberfokus pada sikap korban. Hampr keseluruhan prtimbangan yang diberikan hanya 

berfokus pada keadaan-keadaan dan sikap-sikap yang dilakukan oleh korban yang bahkan tidak 

relevan bagi pembuktian. Mulai dri pertimbangan tentang kjadian pmerkosaan yang terjadi di 

rumah korban, dan korban sendiri yang membukakan pintu, sampai dengan pernyataan majelis 

hakim yang tidak segan-segan menyebutkan bahwa korban sendiri membuka celananya sendari 

dan kemudian terlentang. Kedua, pertimbangan Majelis Hakim berdalih bahwa unsur kekerasan 

dan ancamn kekerasan tidak terbkti. Hakim jg tidak segan menyatakan bahwa kterangan korban 

tidak dapat dipertangungjawabkan karena pelaku dinilai tidak mungkin dapat melakukan hal-

hal yang dijelaskan korban. Bahkan Hakim juga secara terus terang menyatakan bahwa korban 

mnghendaki adanya perkosaan tersebut dengan memberikan pertmbangan. Hal yang lebih 

mempeirihatinkan ditujuhkan dengan pertimbangan hakim yang tidak mempercayai kterangan 

korban dengan memberkan pertimbangan bahwa seharusnya korban mengalami keguguran 

akibat pemerkosaan yg dialaminya. Hakim juga secara terangterangan menyalahkan korban 

yang tidak sedari awal melaporkan pemerkosaan yang dialamnya. 

                                                           
 5Johan Runtu, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana, Lex 

Crimen Vol.I/No.2/Apr-Jun/2012.  



 Putusan ini merupakan jelas menjadi seboah bukti nyata mininya jaminan perlindungan 

korban kekrasan seksual khususnya pemirkosaan dalam peradilan pdana Indonesia, aparat 

penegak hukum termasuk didlamnya majelis hakim yang seharusnya menjadi tumpuan bagi 

pencari keadilan ternyata tidak segan-sgan untuk menyalakan krban, memojokkan korban 

bahkan mempermalukan korban. Majelis Hakim dalam perkara tersebut bahkan secara terang-

terngan mengabaikan kondisi korban yang mengalami terauma dan depresi yang dibuktikan 

oleh Surat Keterangan Pemeriksaan Kejiwaan Nomor 441/11322IPF.2/RSAS, padahal surat 

kterangan pemeriksaan kejiwaan tersebut masuk dalam kategori alat bukti surat sesuai dengan 

Psal.184 ayat (1) jo Psal.187 huruf c KUHAP, dan hakim seharusnya menggali kesesuaian surat 

keterangan tauma tersebut dengan keterangan yang dinyatakan oleh korban, bukan justru 

menghubungkan halhal yang tdak relvan bagi pembuktian. 

 Putusan perkara tersebut perlu dkaji dan menjadi momentum untuk mengoptmalkan 

penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor3 tahun2017 tentang Pedoman Mengadli 

Perempuan yang berhadapan dengan hukum. Sebagaimana Psal5 jo Pasl.6 Peraturan Mabkamah 

Agung trsebut diatur mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh hakiim dan halhal 

yang dilarang bagi hakim dalam mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum, 

termasuk larangan hakim menunjukan sikap atau mengeluarkan pernyataan yng 

merendakan,menyalahkan atau mengintimidasi perempuan yang berhadapan dengan hukum, 

termasuk didalamnya korban kekerasan seksual. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah yang dijukan daalam penelitian ini adalah sbagai brikut: 

1. Bagaimana analisa putusan Majelis Hakim Nomor 42/Pid/2017/ PT BJM trhadap Pasal184 

ayat (1) joct. Pasal187 huruf c KUHAP ? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana 

kekerasan seksual terhadap putusan pengadilan ? 

 

1.3 Metode Penelitian   

Jenis penelitian penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif. Yuridis 

normatifdilakukan dengancara menelah dan mengnterpretasikan hal-halyang bersifatteoritis 

yang menyongkutasas, konsepsi,doktrin dan normahukum yang berkaitandengan pembuktian 

perkarapidana.6 Disamping yurids normatif berusaha meneleah kaidah-kaidah hukumyang 

berlaku dalam masyarakat,dengan cara menguji dan mengkaji secara yuridis mengenai 

peraturan atau ketentuan-ketentuan yang diberlakukan. Oleh karena itu maka bentuk hasil 

penelitian akan bersifat deskrptif dimana penelitian bertujuan untuk menganalisis tentang dasar 

hukum dan proses pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkanhukuman 

terhadap kasus perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual pada Ptusan Nomor 

42/PID/2017/PT BJM, serta apakah telah sesuaii dengan Pasal184 ayat (1) jo. Pasal187 huruf c 

KUHAP. 

 

 

 

                                                           
 6Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 20. 



 

2. Pembahasan  

2.1 Analisa putusan Majelis Hakim Nomor 42/Pid/2017/ PT BJM terhadap Pasal184 ayat (1) jo. 

Pasal187 huruf c KUHAP 

Pengertian TindakPidana 

Perbuatan pidana merupakanistilah lain dari tindak pidanayang mana tumbuh dari 

pihak kementrian kehakiman yangmana sering kali dipakai dalam perndang-

undangan.Meskipun kata timdak lebih pendek dari pda perbuatantapi indak lebih 

pendekdari pada pelbuatan tetapi tindak tidak menunjuk kepada hal yang abstrak 

seperti perbuatan, tapi hanya menyatakankeadaan konkrit, sebgaimana halnyadengan 

peristiwadengan perbadaan bahwa tindakadalah kelakuan,tingkah-laku,gerakgerek 

atau sikapjasmani sesorang, halmana lebib dikenal dalam tindak-tandok, tindakandan 

bertindak dan belakangan juga sering dipakaiditindak.  

Perbuatan pidana dapat kita samakandengan istilah belandayaitu strafbaarfeit, 

menurut Simons menerangkan bahwastrafbaar feit adalah kelakuan(handeling) yang 

diancam denganpidana, yangbersifat melawan hokum, yang berhubungandengan 

kesalahan dan yng dilakukan oleh orang yang mampubertanggungjawab. Sedangkan 

VanHamel merumuskan strafbaarfeit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging)yang 

dirumuskan dalam wet , yang bersifatmelawanhukum, yang patut 

dipidana(strafwaardig) dan dilakukandengan kesalahan.  

Dari pengertian diatas dapat diambil pokoknya sebagaiberikut: 

1. Bahwafeit dalam strafbaarfeit berarti handeling,kelakuan atautingkah-laku. 

2. Bahwapengertian strafbaarfeit dihubung kandengan kesalahan orang yang 

mengadakan kelakuan tadi. 

 

Perbuatan pidana dapat pula kita samakan denganistilah di Inggris yaitu criminalact 

pertama criminalact juga berartikelakuan dan akibat, atau denganlain perkataan akibat 

dari suatukelakuan, yang dilarangoleh hokum. Kedua criminalatc juga dipisakandari 

pertanggungjawaban pidana yang dinamakan criminalliability atau responbility. Untuk 

dapat dipidannanya seseorang harus juga mempunyai kesalahan(guilt). 

Bahwa untuk pertanggung jawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya 

perbuatan pidana saja,akan tetapi disamping itu harus ada keslahan, atau sikap batin 

yang dapatdicela, ternyatapula dalam asas hokum tidak tertulis tidak dapat dipidana 

jika tidak ada kesalahan ( green straf zonderschuld, ohneschuld keinestrafe).7 

 

Pertanggungjawaban Pidana  

Kemampuan bertanggung jawabmerupakan salah satuunsur kesalahanyang tidak 

dapatdipisahkan dengan dua unsur tindakpidana lain. Istilah yang sering digunakan 

dalam bahasaBelanda yaitu toerekeningsvatbaar. Pertanggungjawaban pidana 

merupakan inti dari kesalahan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau 

tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau 

tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, perlu disyaratkan bahwa tindak pidana yang 

dilakukannya itu harus memenuhi unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. 

Walaupun menurut etika setiap orang bertanggung jawab atas segala 

                                                           
 7Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, RinekaCipta,Jakarta,2002, hal. 55-57. 



perbuatannya,tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah 

tingkahlaku yang mengkibatkan hakim menjatuhkan pidana. 

  Sebagai dasardapat dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya mampu 

bertanggung hawab, ia mampu menilaidengan pikiran dan perasaannyabahwa 

perbuatannya itu dilarang, dalamhal ini artinya tidak dikehendakioleh undang-undang 

danseharusnya berbuat seperti pikirandan perasaan. Sebaliknyadalam perumusan pada 

Pasal 44 KUHP dinyatakan secara negatif .8 

Kemampuan masalah bertanggungjawab ini terdapat kita lihat dalam Pasal44 

ayat1KUHP yangmengatur mengenai kemapuan untuk bertanggungjawab. Moeljatno 

menyatakan, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya 

jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, makapasal tersebut tidak dapat 

dikenakan.apabilahakim akan menjalankan Pasal44 KUHP, maka sebelomnya harus 

memperhatikan apaka telaha dipenuhi dua sarat yaitu syarat psikitris dan syarat 

psikologis9. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa  pertanggungjawaban pidana mengandung makna 

dimana setiap orang yang melakukan tindakpidana atau melawanhukum , sebagaimana 

dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan 

perbuatannya sesuai dengan apa yang dilakukannya. Orang yang melakukan perbuatan 

pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabilaia 

mempunyai kesalahan,seseorang mempunyaikesalaban apabila pada waktu melakukan 

perbuatan dilihat dari segi masyarekat menunjukanpandangan normative mengenai 

kesalahanyang telah dilakukan orang tersebut. 

 

Pengertian Putusan 

Putusan  merupakan tindakan akhir olehhakim di dalampersidangan,untuk 

menentukan apakah perbuatan sipelaku dapatdi hukum atau tidak, jadiputusan Hakim 

adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam 

persidangandan memilikikekuatan hukumtetap (inkracht). 

Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 

terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan 

hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalamsundang-indang ini. Hal ini 

dapat kita lihat di KUHAP Pasal1 butirakea11. 

Pengambilan putusan oleh majelis hakim di pengadilanadalah didasarkanpada surat 

dakwaandan segalabukti dlam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam 

Pasal191KUHAP. Melalui surat dakwaandari penuntut umummerupakan dasarhukum 

acarapidana, karena dengan berdasarkanpada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang 

pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilanseorang hakim tidak 

dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batasdakwaan. 

 Adapun  syarat bagi hakim untuk menjatuh kanputusan pidana terhadap suatu 

perkarapidana yaitu: 

1. Adanya alat bukti yang cukup dan sah. 

                                                           
   8Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 85-87. 

   9Barda NawawiArief, Masalah Penegakan Hukum danKebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya 

Bakti Bandung,2001,hal.52.   



2. Adanya keyakinan hakim. 

Mengenai bukti yang sah yaitu terapat dalam Pasal184 KUHP. 

Menurut Andi Hamah dalam bukunya ada 5 (lima) hal yang menjaditanggung jawab 

hakimdalam menjahtukanputusan yaitu: 

1. Justisialis hukum 

2. Penjiwaan hukum 

3. Pengintegrasian hukum 

4. Totalitas hukum 

5. Personalisasi hukum.10 

Kronologi kasus  

Sebelum penulis menjelaskan kronologi, dimana identitas para terdakwa bukan 

yang sebenarnya. Pada tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di 

rumah SM (korban) di Jalan Anjir Talaran Desa Antar Baru RT 001 Kecamatan 

Marabahan Kabupaten Batola telah terjadi serangkaian kekerasan seksual berupa 

persetubuhan terhadap SM yang mana kejadian bermula ketika korban dikunjungi oleh 

seorang laki-laki yang bernama ES dan SH, kedua orang tersebut masuk kerumah 

korban dan mengancam kepada korban untuk melayani nafsu birahinya mereka yang 

mana jika korban tidak melayani perbuatan mereka yang tidak segan-segan akan  

membantai keluarga korban termasuk anak, suami, orang tua, dan adik korban bahkan 

pelaku juga meminta sejumlah uang kepada korban, dimana dalam halini membuat 

korbanmerasa ketakutan dantrauma akibat ancaman daripelaku, sehingga korban rela 

melakukan perbuatan apa yang dikehendai pelaku. Setelah perbuatan itu selesai, 

masuklah 5 (lima) orang lagi yaitu SS, MJ, JNI, ARS, dan AD untuk melakukan hal yang 

sama seperti apa yang dilakukan kedua pelaku sebelumnya bahkan mereka mengancam 

korban akan memperkosa anaknya jika tidak mau diam. Hal ini yang membuat korban 

merasa  sangat lemas akibat perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Dengan 

keadaan lemas korban masih saja membersikan lantai yang berceceran sperma akibat 

perbuatan pelaku pemerkosaan yang dilakukan pelaku, guna suami korban tidak 

mengetauhi  hal apa yang telah terjadi kepada dirinya. Kejadian ini tidak hanya 

dilakukan sekali saja oleh pelaku bahkan telah terjadi 6 (enam) kali Perbuatan yang sama 

dilakukan pelaku dengan orang yang berbeda-beda dan dengan kurun waktu  bulan juli 

sampai dengan September. Saksi SW curiga kepada korban akibat sering mengeluh 

dibagian perut kemudian saksi sengaja meninggalkan handphone dirumah saat 

ditinggal ke kebun. Disitulah saksi merasa curiga terhadap sikap korban sehingga saksi 

mendesak kepada korban agar diceritakan sebenarnya. Kemudian saksi dan korban 

bersama-sama melaporkan kejadihan tersebut. 

 

TuntutanPenuntutUmum 

 Tuntutanjaksa penuntutumum padapokoknyasebagai berikut: 

1. Menyatakan Terdakwa aI. ASN Terdakwa II. JNI dan Terdakwa III. AD telah 

terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pemerkosaan secara bersama-sama 

dengan berulangkali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal285 

                                                           
   10Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1996, hal. 101. 



KUHPaJo Psal55 ayat (1) Ke-1 KUHPJo Pasl65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan 

Pertama Penuntut Umum ; 

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ASN, Terdakwa II. JNI dan Terdakwa 

III. AD oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) 

Tahun dikurangi selama Para Terdakwaaberada dalam tahanan dengan perintaha 

Para Terdakwaa tetap ditahan; 

3. Menetapkan barang bukti berupa : 

- 1a(satu)abuah selimut bayi warnaakuning bermotif ; 

- 1a(satu) buahasprei warna kuning bergambar ; 

- 1 (satu) unit Handphone merk Hammer warna putih list hitam ; 

Dikembalikan kepada saksi SW 

4. Menetapkan agar Para Terdakwaa dibebani membayarabiaya perkara masing-

masing sebesar Rp 2.500,- (duaaribu lima ratus rupiah) ;  

 

Amar Putusan pengadilan Negeri marabahan Nomor 20/pid.B/2017/PN Mrh 

1. Menyatakan Terdakwa I. ASN, Terdakwa II. JNI dan Terdakwa III. AD tersebut, 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

Bersama-sama Melakukan Perkosaan Yang Dilakukan Secara Berlanjut ; 

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 

penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Tahun ; 

3. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 

penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Tahun ; 

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para 

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para 

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 

6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ; 

7. Menetapkan barang bukti berupa : 

- 1 (satu) buah selimut bayi warna kuning bermotif ; 

- 1 (satu) buah sprei warna kuning bergambar ; 

- 1 (satu) unit Handphone merk HAMMER warna putih list hitam ; 

Dikembalikan kepada saksi SW 

8. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-

masing sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah). 

Dalam putusan yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Marabahan 

kepada terdakwa, penasehat hukum dari pihak terdakwa melakukan upaya banding 

yang mana keberatan atas putusan tersebut. Adapun alasan-alasan sebagai berikut : 

a.  Pertimbangan hakim tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap 

dalam proses persidangan dimana dalam kasus ini sangat jelas bahwa para 

pemohon banding tidak pernah melakukan pemerkosaan terhadap SM. Dalam 

proses penyelidikan dan penyidikan sebelum mendapat bukti pengakuan, 

didahului dengan penyiksaan fisik yang dibuktikan laporan terhadap provam 

polda Kalimantan Selatan. 



b. Adanya kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang 

kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat 

memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu. 

c. Dalam putusan pengadilan negeri marabahan perkara nomor: 

20/Pid.B/2017/PNaMRH tidak memenuhi Pasl240 KUHP ayat (1) tentang 

Pertimbangan hukumnya dengan alasan Hukum sebagai berikut : 

1. Pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya hanya 

mengulang dari apa yang dibuat oleh jaksaapenuntut umum,atetapi fata-

fakta hukum yang terungkapsdalam persidangan yang dikemukakan 

penasehat hukum para banding sama sekali dikesampingkan, yang 

sebenarnya dalam persidangan penuntut umum gagal membuktikan 

dakwaannya. 

2. Dalam perkara ini  para pemohon banding melakukan perbuatan bersama-

sama dan pada waktu yang terjadi berbeda-beda yaitu pada tanggal 18 juli 

2016, 19 juli 2016, agustus 2016, dan tanggal 10 september 2016 sesuai dengan 

dakwaan jaksa penuntut umum yang harus dibuktikan pernah terjadi. 

3. Bahwa dalam persidangan penuntut umum menghadirkan saksi-saksi korban 

untuk didengar keterangan yang sebenarnya, peristiwa terhadap perbuatan 

yang dilakukan para pemohon banding, karena dakwaan penuntut umum 

berdasarkan hasil penyidikan peristiwa sebelum para permohon banding 

dijadikan tersangka dalam status quo sebelum didampingi penasehat hukum 

diawali dengan perbuatan penganiyaan/ perbuatan melawan hukum dalam 

menegakkan hukum, yang jelasjelas tidak dibenarkan oleh undang-undang, 

sekalipun dapat dipastikan diingkari oleh pihak kepolisian dalam 

persidangan, akan tetapi para pemohon banding dapat membuktikan dan 

membantah pengingkaran tersebut dengan bukti foto hasil penganiyaan dan 

didukung saksi-saksi dan setelah peristiwa melanggar hukum kemudian para 

pemohon banding ditingkatkan menjadi tersangka oleh penyidik kepolisian 

polsek kota marabahan, untuk memenuhi ketentuan undang-undang 

minimal ada 2 ( dua ) alat bukti dalam perkara ini keterangan korban dan 

pengakuan dari para pemohon banding. 

Adapun kontra memori banding yang diajukan oleh penasehat hukum para 

terdakwa pada pokoknya sebagai berikut : 

1. Bahwa sebelum para termohon banding ditetapkan sebagai Tersangka oleh 

penyidik kepolisian, terlebih dahulu dilakukan penyiksaan secara fisik, tujuannya 

adalah agar mengakui perbuatan pemerkosaan (yang dijadikan salah satu bukti 

permulaan) dan telah dicabut keterangan tersebut dalam Berita Acara 

Pemeriksaan Tambahan dan dimuka persidangan; 

2. Bahwa pertanyaan Penyidik dan keterangan korban Sumaryati Binti Subandi 

tanggal 19 September 2016 jam 09.00 Wita. Di Polsek Kota Marabahan, dalam 

Berita Acara Pemeriksaan saksi korban dipastikan tidak benar (pertanyaan dan 

jawaban hasil rekayasa) karena para Termohon banding pada tanggal, bulan, dan 

waktu pemeriksaan tersebut tidak berada di Polsek Kota Marabahan atau belum 

dilakukan penangkapan; 



3. Bahwa pertanyaan Penyidik dan keterangan saksi SW suami korban tanggal 19 

September 2016 jam 10.00 Wita di Polsek Kota Marabahan dalam Berita Acara 

Pemeriksaan saksi korban dipastikan tidak benar (pertanyaan dan jawaban hasil 

rekayasa) karena para termohon banding pada tanggal, bulan, dan waktu 

pemeriksaan tersebut tidak berada di Polsek Kota Marabahan atau belum 

dilakukan penangkapan; 

4. Bahwa bukti tes DNA tentang kehamilan korban SM adalah identic dengan hasil 

hubungan dengan SW suami korban; 

5. Bahwa tidak ada bukti hasil tes terhadap sisa air sperma diantara salah satu dari 7 

(tujuh) orang pelaku pemerkosaan yang dijadikan bukti dalam perkara ini; 

6. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2016, tanggal 19 Juli 2016, bulan Agustus 2016 dan 

pada tanggal 10 September (5 kali peristiwa pemerkosaan) para Termohon 

banding dipastikan tidak berada ditempat kejadian perkara, berdasarkan bukti 

saksi dan bukti surat yang tidak diragukan kebenarannya; 

Bedasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pihak pemohon 

banding tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana bersmea-sama 

melakukanapemerkosaan ayang dilakukanasecara berlanjut sesuaiadengan Psal285 

KUHP jo Psal55aayata(1) ke-1 KUHP josPasal64 ayat (1)aKUHP dan memohon kepada 

amajelis hakim PengadilanTinggi Banjarmasin untuk mengadili.  

Sedangkan dalam memori banding yang diajukan para penasihat hukum terdakwa, 

penuntut umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai 

berikut : 

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Marabahan telah sesuai dengan fakta 

persidangan yang dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti sesuai 

dengan pasal 184 KUHAP sampai dengan 189 KUHAP dan Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Marabahan telah memutus perkara ini sesuai dengan pasal 183 

KUHAP; 

2. Bahwa Penasihat Hukum seharusnya sangat memahami makna dari pasal 189 ayat 

(2) KUHAP; 

3. Bahwa Penuntut Umum membuktikan unsur “Barang Siapa” sebagaimana diatur 

dalam pasal 44 KUHP; 

4. Bahwa dalam memori banding para Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat 

Hukum yang pada intinya keberatan terhadap ahli yang dihadirkan oleh Penuntut 

Umum, sedangkan pada saat persidangan Majelis Hakim memberikan kesempatan 

kepada Penasihat Hukum menghadirkan ahli untuk membantah keterangan ahli 

yang dihadirkan oleh Penuntut Umum akan tetapi Penasihat Hukum tidak juga 

menghadirkan ahli sebagaimana diatur dalam pasal 65 KUHAP; 

5. Bahwa dalam memori banding Penasihat Hukum tidak melihat atau sengaja 

mengesampingkan pasal 185 ayat (3) KUHAP; 

6. Bahwa Penuntut Umum membuktikan unsur “ Barang Siapa” sebagaimana diatur 

dalam pasal 44 KUHP; 

7. Bahwa seharusnya Penasihat Hukum juga sangat memahami maksud dari pasal 189 

ayat (3) dan (4) KUHAP; 

8. Bahwa Penasihat Hukum juga seharusnya sangat mengerti dari sebuah keterangan 

di Berita Acara di persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 163 KUHAP; 



 

Putusan Tingkat Banding 

 Menimbang bedasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan penuntut umum 

dan para pemohon banding kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan 

mengadili sebagai berikut : 

1. Menyatakan terdakwa I ASN, Terdakwa II JNI, Terdakwa III AD, tidak terbukti 

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan 

kepada para terdakwa. 

2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan penuntut umum 

3. Memulikan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat 

martabatnya 

4. Memerintahkan supaya para terdakwa dikeluarkan dari tahanan 

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 

- 1 (satu) buah selimut bayi warna kuning bermotif ; 

- 1 (satu) buah sprei warna kuning bergambar ; 

- 1 (satu) unit Handphone merk HAMMER warna putih list hitam ; 

Dikembalikan kepada saksi SW 

6. Membebankan biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan kepada negara. 

 

Analisis Putusan  

 Pada dasarnya pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti 

yang dibenarkan pada undang-undang yang boleh digunakan hakim dalam 

membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian  ditinjau dari hukum acara 

pidana antara lain : 

1. Ketentuanyang membatasisidang pengadilan dalamusaha mencari dan 

mempertahankankebenaran, baik hakim, penuntutumum, terdakwa, atau penasihat 

hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alatbukti yang 

ditentukan undang-undang dan tidakboleh leluasa bertindakdengan caranya 

sendiridalam menilaipembuktian. Dimana dalam pembuktian ini tidak boleh 

bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang. 

Terutamabagi majelis hakimharus benar-benar sadardan cermat untukmenilai dan 

mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan 

persidangan. 

2. Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan 

dalam putusannyaharus berdasarkan alat-alatbukti yang telah ditentukan dalam 

undang-undang secara limitatif sebagaimana dijelaskan dalam Psl184KUHAP. 

Adapun dalam mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat 

padasetiap alat bukti,dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang, 

agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan majelis hakim terhindar 

dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan.Jangan sampai kebenaran yang 

diwujudkan dalam putusan berdasarkan hasil perolehan dan penjabaran yang keluar 

dari garis yang dibenarkan system pembuktian. Tidak berbauh dan diwarnai oleh 

prasaan dan pendapat subjktif hakim.11 

                                                           
   11M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal 273. 



Dalam putusan ini majelis hakim telah mengesampingkan alat bukti berupa surat 

keterangan sebagaimana diaturdalam Psal184 ayat (1)jo Psal 187huruf c, yang mana 

menjelaskan surat dapatdinilai sebagaialat bukti yangsah menurut undang-undang jika: 

1. Surat dibuat ata ssumpah jabatan; 

2. Atausurat yang dikuatkan dengan sumpah 

Yang mana dalam surat keterangan itu memuat surat keterangan pemeriksaan 

kejiwaan nomor 441/1132 IPF.2/RS.AS yang dilakukan pemeriksaan oleh korban di 

Rumah Sakit Dr. H Moch. Ansari dan telah diperiksa oleh dr. Siti Khairiah, Sp. Kj. Dalam 

hal ini, surat dari keteranagn seorangaahli yang memuat pendapat berdasarkan 

keahliahnnyaa mengenai suatua hal atau suatu keadaan yang adiminta secara resmiadari 

padanya. Olehakarena itu alat buktiaketerangan ahli yang berbentuk laporan dapat 

disamakan dengan alat bukti keterangan yang memuat pendapat berdasarkan 

keahliannya seperti yang dirumuskan dalam Psal187 huruf c. 

Alata bukti surat dapataditinjau dari segi teoriserta menggubungkannyadengan 

beberapa prinsip pembktian yang diatur dlam KUHAPayaitu : 

1. Ditinjauadariasegi formal  

Alat buktiasurat yang disebutapada Pasl187ahuruf ab, dan c adalah alatabukti yang 

sempurna, sebab bentuk surat yang disebut didalamnya dibuat secara resmi menurut 

farmalitas yang ditintukan peraturanaperundang-undangan. Dengan dipenuhinya 

aketentual formal dalampembuatannya serta dibuat resmi dari seorangpejabat yang 

berwenang,dan maka ditinjau dari segi formal alat bukti surat seperti yag disebut 

dalam Pasl187 huruf a, b dan c adalah alat bukti yang bernilai sempurna dengan 

sendirinya bentuk dan isisurat tersebut : 

i. Sudah benar, kecuali dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lain 

ii. Semuapihak tidakdapat lagi menilaikesempurnaan bentukdan pembuatannya 

iii. Tidakdapat lagi menilai kebenaran keterangan yang dituangkan pejabat 

berwenang di dalamnya sepanjang isi keterangan tersebut tidak dapat 

dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain 

iv. Ditinjau daris egi formal,isi keterangan yang tertuang didalamnya hanya dapat 

dilumpuhkan dengan alat buktilain, baik berupa alat bukti keterangan 

saksi,keteranganahli, atau keterangan terdakwa. 

2. Ditinjau daria segimateriil 

Semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam Pasal187 merupakan bukan alat 

buti yang mempunyai kekuatan mengikat. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti 

surat,sama halnya dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi dan alat bukti 

keterangan ahli, sama-sama mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas. 

Tanpa mengurangisifat kesempurnaan formal alat bukti surat.12 

 

2.2 Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana 

kekerasan seksual terhadap putusan pengadilan 

PerlindunganHukum  

 Pada dasarnya hukum merupakan cerminan dari hak asasi manusia, sehingga hukum itu 

mencerimn kankeadilan atau tidaknya, yang mana dijamin oleh hukum itu sendiri. Hukum 

tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata akan tetapi juga harus memancarkan 

                                                           
   12Ibid, hal. 306-310 



perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Hukumyang berlandaskannilai-nilai 

kemanusiaan mencerminkan norma yang menghormati harkat dan  martabat manusia. Norma-

normayang mengandung nilai-nilai luhur yang menjujung tinggi martabat manusia dan 

menjaminhak asasi manusiamerupakan alat untuk memungkinkan warga masyarakat dengan 

bebas mengembangkan bakatnya untuk penuaian tugasnya dengan baik. Kemungkinan ini 

diselenggarakan oleh negara dengan jalan membentuk kaidah-kaidah atau peraturan-

peraturan hukum yang merupakan tugas penting negara. Kebebasan dijaminoleh negara 

dengan jalan membentuk kaidah-kaidahatau peraturan-peraturan hukum, yang merupakan 

tugas penting negara. Kebebasan dijamin oleh negara dengan jalan membentuk kaidah-kaidah 

atau peraturan-peraturanhukum, yang merupakantugas penting negara. Kebebasan dijamin 

oleh negara demi kepentingan masyarakat. Kaidah hukum yang memungkinkan anggota 

masyarakat mengembangkan bakatnya bermanfaat bagi perkembangan hukum dan 

tercapainya tertib hukum. 

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek 

hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifa tpreventif maupun yang bersifat 

represif,baik secara lisan maupun secara tertulis. Dengan kata lain dspat dikatakan bahwa 

perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang 

memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, 

kemanfaatan dan kedamaian. Upaya perlindungan hukum secara preventif, bertujuan untuk 

mencegah terjadinya kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan dan anak.  

Perlunya adanya perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual tdak 

lepas daria akibat yang dialami korban setelah kekerasan seksual yang dialami. Korban tidak 

saja mengalami penderita secara fisik tetapi juga penderitaan secara psikis.  

Tidak hanya itu saja, apabila korban memutuskan untuk melaporkan kekerasan seksual 

yang dialaminya tersebut kepada aparat penegakan hukum, tidak menutup kemungkinan 

korban mengalami reviktimisasi (perlakuan tidak adil) dalam proses peradilan.13 

Adapun penderitaankorban dalamproses peradilandibagi menjadi berikut : 

1. Sebelum Sidang Pengadilan 

Korban kekerasan seksual menderita mental, sifik dan sosial karna ia berusaha melapor 

kepada polisi dalam keadaan sakit dan terganggu jiwanya. Kemudian dalam rangka 

mengumpulkan data untuk buktiadanya tindak pidana kekerasan seksual, a harus 

mencaritakan peristiwa yg meninbulkan trauma kepada polisi. Korban juga merasa 

ketatkutan dengan ancaman pelako akibat melaporsehingga akan ada pembalasan 

trhadapnya. 

2. Selama Sidang Pengadilan 

Korban tindak pidanaperkosaan harus dalam persidangan pengadilan atas ongkos 

sendiri untuk menjadi saksi. Korban dalam memberikan kesaksian harus mengulangi 

cerita mengenai pengalaman pahitnya dan membuat rekonstruksi peritiwa kekesaran 

seksual. ia diharpkan pada pelaku yang perna melakukan kekerasanseksual sekaligus 

orang yang dibencinya.  

3. Setelah Sidang Pengadilan 

                                                           
   13Marwah, Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol. 16, No. 2, 2017, hal. 120-122. 



berakhirnya siding di pengadilan, korban tindak pidanakekerasan seksual masih 

menghadapi berbagai macam kesulitan, terutama tidak mendapat ganti kerugian dari 

siapapun. Pemeliharaan kesehatan tetap menjadi tanggungjawabnya. korban  dihindari 

rasa takut akan ancaman dari pelaku. Yang mana dapat  dimungkinkania tidak terima 

dalam keluarganya serta lingkungannya seperti semula. Penderitaan mentalnya 

bertambah,pengetahuan bahwa pelaku tindak pidana kekerasanseksual telah dihukum 

bukanlah penanggulanganpermasalahan.14 

Dalam Undangundang Nomor39 Tahun 1999 TentangHak Asasi Manusia terdapat juga 

bentuk perlindungan terhadap korban yang termuat dalam beberapa pasal antara lain 

Pasal2, 3,5, 7,8,17  : 

 

Sedangkan dalam Undang-undangNomor13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksia 

dan Korban dalam konsiderannya menjelaskan: 

a. Salah satu alat bukti yang sah dalamproses peradilan pidana adalah keterangan Saksi 

dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami semdiri terjdinya 

suatutindak pidana dalamupaya mencari danmenemukan kejelasantentang 

tindakpidanayang dilakukanoleh pelakutindak pidana; 

b. penegakhukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana 

yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak 

dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanyaancaman, baik fisik 

maupun psikis dari pihak tertentu; 

c. sebubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi 

dan/atauKorban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan 

piidana; 

 

Upaya perlindungan kepada korban perkosaandibagi menjadi 2 (dua), yaitu: 

1. Perlindungan Hukum 

Secara umum, adanya hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang 

salahsatu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan.  

Berdasarkan ilmu hukum, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi 

terhadap pihak terpidan. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana PositifI 

ndonesia diatur dalam: 

a. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Secaraimplisit, ketentuan Pasal14c ayat(1)KUHP telah memberi perlindungan 

terhadap korban kejahatan.  

Menurut ketentuan Pasal14c ayat(1), begitu pula Pasal14a dan b KUHP, hakim dapat 

minjatuhkan pidana dengan menetapkan sarat khusus kepada terpidana dengan maksud 

guna mengganti kerugian yang ditimbolkan kepada korban. 

b. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  

                                                           
   14Arif Gosita, Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan, Ind.Hill Co, Jakarta 

1987, hal. 13-14. 



Dalam KUHAP sendiri juga telah mengatur beberapa ketentuan yang berkaitan dengan 

bentuk perlindungan korban dalam bentuk ganti rugi yang mana diatur dalam Pasal98 

sampai dengan Pasal101  

Hal ini juga merupakan merupakan perwuju dan dari bentuk perlindungan hukum 

terhadap korban.  Selaina pelaku telah mendapatkan hukuman yang setimpal dengan 

perbuatannya, korban juga mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. 

Namun faktanya  jaksa belum pernah mengajukan gugatan ganti kerugian dalam 

perkara perkosaan yang ditanganinya selama ini. Meskipun korban mengungkapkannya 

atau menyampiakannya untk sekalian diajukan gugatan ganti kerugian, namun dalam hal 

ini jaksabelum pernah mengajukan tindakan itu dan hakimpun belum pernah mengarah 

ksitu. Gugatan ganti kerugianhanya ada dalam bentuk tulisan di peraturan 

perundangundangan saja. 

Terdapat dua aspek korban dalam proses penyelesaian perkara pidana ialah : 

1. Aspek Positif  

Melalui lembaga praperadilan,memberikan korban perlindungan dengan melakukan 

control apabila penyidikan atau penuntutan perkaranya dihentikan. Adanya kontrol ini 

merupakanmanifestasi bentuk perlindungan kepada korban sehingga perkaranya 

tuntas dan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum. 

2. Aspek Negatif  

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas, kepentingan korban dalam prose penyelesaian 

perkara pada sistem peradilan pidana mempunyai aspek positif. kendati demikian, 

kenyataannya mempunyai aspek negatif. Dengan tetap mengacu pada optic KUHAP, 

perlindungan korban ternyata dibatasi, relative kurang sempurna dan kurangnya 

memadai. Konkretnya korban belumman dapat perhatian secara proporsional.15 

 

Hak Korban dan Saksi   

Pada dasarnya korban adalah orang, baik individu, kelompok atupun masyarakat yang 

telah menderita kerugian yang secara langsung sebagai akibat dari kejahatan subyek lain. 

korban dlam suatu tindak pidana dalam sistim hukum nasional di Indonesia, posisinya 

sangatlah tidak menguntungkan. Karana korban tersebut dalam Sistim Peradilan Pidana, 

hanya sebagai figuran, bkan sebagai pemeran utama atau hanya sebagai saksi (korban). 

Seharusnya korban tidak saja dipohami sebagai obyek dari suatu kejahatan tetapi juga harus 

dipahami sebgai subyek yang perlu mendapat perlindungan secara sosial dan hukum. 16 

Dalam Undang-UndangNomor13 Tahun2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Undang- Undang Nomor13 Tahun2006 tentang PerlindunganSaksi dan Korban 

mengebutkan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau 

kerugian ekanomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. 

                                                           
 15Gautama,Jurnal : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Sistem 

Peradilan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2013, hal. 13-16. 

 16https://wwwdiictio.id/t/apayang.dimaksud-.dengn-.korban/14757/2, diakses tanggal 9 Januari 2019 pukul. 

3.50 WIB. 

https://wwwdiictio.id/t/apazyang.dimaksud-.dengn-.korban/14757/2


Yang mana di dalam undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban 

merupakan peraturan perundang-undangan yang melengkapi pelaksanaan ketentuan 

Pasl184 KUHAP tentang saksi dipengadilan. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti 

yang sah di pengadilan, namun KUHAP tidak mengatur perlindungan dan keamanan bagi 

saksi yang akan memberikan keterangan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Tidak 

adanya jaminan perlindungan dan keamanan bagi saksi akan membuat saksi enggan atau 

merasa takut untuk memberikan kesaksian. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan 

Korban selain mengatur tata cara pemberian perlindungan kepada saksi dan korban dalam 

peradilan pidana, juga membuat terobosan dengan memberikan ketegasan mengenai posisi 

korban sebagai pihak yang perlu dilindungi dalam Sistem Peradilan Pidana, yang selama ini 

luput dari pengaturan dalam KUHAP. 

Walaupun Undang-undang tentang perlindungansaksi dan korban mengatur pemberian 

hak tambahan bagi korban kekerasan seksual, Penjelasan undang-undang ini berpotensi 

menjadi ruang pembatasan bagi hak setiap orang yang mengalami kekerasan seksual untuk 

tetap memperoleh perlindungan dari Negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban. Sesuai denganpenjelasan Pasl5 ayat (2)  

Ketentuan tersebut dengan demikian membatasi tindak pidana seksual hanya “terhadap 

anak”, dan dalam implementasi UU ini rumusan Penjelasan tersebut berpotensi 

meminggirkan perempuan korban kekerasan seksual atas haknya memperoleh 

perlindungan dari Negara. Rumusan Penjelasan ini juga cukup mengganggu karena 

mengatur pembatasan atau restriksi hanya pada bagian kekerasan seksual, namun tidak 

pada bagian tindak pidana lain. Ini sesungguhnya menunjukkan bahwa ada pemikiran 

patriarkis yang mengendap dalam perumusan Penjelasan ini yang bertentangan dengan 

semangat mewujudkan jaminan konstitusional bagi setiap orang atas kesamaan di hadapan 

hukum dan hak atas rasa aman, tak terkecuali bagi perempuan korban kekerasan seksual.17 

Sedangkan hak korban berdasarkan KUHP sebagai berikut : 

a. Hak korban untuk mengajukan laporan atau pengaduan 

Ketentuan ini terdapat dalam Psal108 ayat (1) 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya laporan korban, maka 

tahap penyidikan sebagai bagian dari system peradilan pidana dapat dimulai. Apabila 

dihubungkan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan, keengganan korban melapor 

adalah karena merasa kasus yang dialaminya merupakan aib atau korban khawatir 

dipersalahkan. Hal ini perlu diatasi sejak dari tahapan penyidikan untuk membuka ruang 

keberanian korban untuk melaporkan. 

b. Hak korban untuk didengar pertama sebelum saksi lainnya 

Ketentuan ini terdapat dalam Pasl160 ayat (1)huruf b KUHAP  

Saksi korban yaitu orang yang dirugikan akibat terjadinya kejahatan atau pelanggaran 

didengar pertama sebelum saksi lainnya karena ia dianggap saksi utama. Namun demikian, 

ketentuan ini menunjukkan bahwa KUHAP mendengarkan korban dalam kapasitasnya 

                                                           
   17Membangun Akses ke Keadilanbagi PerempuanKorban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan 

Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP),Komisi Nasional Anti Kekerasan 

terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2018, hal. 47-49. 



sebagai saksi demi kepentingan bekerjanya system peradilan pidana, bukan dalam rangka 

pemulihan hak korban yang mengalami tindak pidana.18 

Putusan Pengadilan  

Dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan yang diakhiri dengan 

suatu penjatuhan putusan akhir atau vonis kepada terdakwa. Yang mana dalam putusan itu 

hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan olehnya dalam 

menjatuhkan putusannya. Menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP pernyataan hakim diucapkan 

dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala 

tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 

Berdasarkan rumusan pada Pasal 1 butir 11 KUHAP tersebut, terdapattigajenisputusan 

yaitu, putusan pemidanaan,putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan.  

3. PENUTUP 

3.1 kesimpulan  

1. Majelis hakim  dalam menjatukan pidana sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti 

yang sah sesuai dengan peraturan yang ada, yang mana dalam kasus tersebut seorang 

hakim telah mengabaikan alat bukti surat keterangan yang seharusnya menjadikannya 

alat bukti dalam proses pembuktian dalam proses banding. 

2. Bentuk perlindungan terhadap korban dalam kasus kekerasan seksual sangat minim. 

Bentuk perlindungan hukum lebih banyak kepada para pelaku kejahatan ketimbang 

korban. meskipun ada peraturan yang menjamin bentuk perlindungan korban hal itu 

sering terabaikan oleh para penegak hukum kita. 

 

3.2 Saran  

1. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dalam khusus ini terlebih dahulu harus 

mempertimbangkan kondisi para korban dan lebih jernih lagi sebelum mengambil 

keputusan. 

2. Pemerintah seharusnya membuat peraturan lebih khusus terhadap korban kekerasan 

seksual yang mana selama ini peraturannya masih tidak ada kejelasan arahnya kemana. 
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